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- PERATURAN DAERAH KABTUPATEN LUWT T'TARA

NOMOR: 54 TAHUN 2000

TENTANG

' PEMBENTUKAN ORGANISAST DAN TATA KERIA SEKRETARIAT

Menimbang :

Mengingat

DAERAH KABUPATEN LUWT UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

jury

i ‘
Nomor 131 Tahun 1999 tentang Pembentikan Organiszsi dzn Tzta

BUPATI LU'WT' UTARA-

: I:ahwé sehubungan dengan telah dibentuknys Kabupatar Luwar Utzra

berdasarkan lUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, maka dal:m
rangka penvalenggaraan pemerintahan, peizaksanaan psmbangarsa
dan pembinaan kemasyarakatzn aiperlukan  Peranckst Daerzh
sebagai ursur Pelaksana Pemerintah Daerak:

. bahws Sekretariat Daerah ksbupaten Luwu Utsra gabacaimz-a

ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Propinsi Sulzwoesi

- bahwa sehubungan dengan huiuf a dan b di atas, perlv ditetapkzn

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yarg mengshur tentz-g
Pembentykan® Organisasi dan * Tata Keria SekretzFat Daerzh
Kabupaten Luwu Utara,

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Fambentulzn

Daerah Tingkat IT Luwu Utara { Lembaran Negara RI Tahun 180
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826 );

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahzn

Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999

Nomor €0, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 ); '

Fl

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbanga-

Ketiangan antara Pemerintah Pusat dan Dzerah {Lem
RI Tahut 1999 Nemor 72, Tambahan Lembzran M
3848);
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4. Undang-Undang Noror 43 Ta=un 1999 tentang Perubalban Undang-
Undang Momer 8_Tzhun. 1972 tentang Pokok-pokek V—pegawaa—
( Lembaran Mpg = RT T"""1n 1229  Mamar 169‘ Tsmbzkzn
Lembaran Megara Nemor 383% ); :
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. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2600 tentang. Kewenangan
Pemerintah dan Propinsi sebagai -Daerah Otonom { Lembaran
‘Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tam"*ahan Lembaran Negara

~ Nomor 3854 ); -
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6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan Peraturan Perundzng-undangan, dan Bentuk Rancangzan
Undang-undang, Rancangan Feraturan Pemermtah dar Rancanhgan
Keputusan Prasiden;
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7. Keputusan Manteri Dalam Negeri Nemor 28 Tzhun 1992 tentang
Pedoman Organisasi dan Taz Kerja Sekrefariat Wilevah Daerzh
Tingkat II dan Sekretariat Wi lavahf Daerah Kabupaten;, Kotamadya

Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwml n Rakvat Dzereh
Tingkat II. °
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Diengan Parsetujuan
A DEWAN PERWAKILAMN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

MEMUTUSKAN -
i Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTAM
P . PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEXRETARIAT .
= - DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

i : BAB I
o KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
Pemerintah Daerah adzalah Pemerintah Kabupaten Luwu utara
Bupati adalah Bupal Luwu Utara,
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati L Utarz.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Raxyat Daeran
Kabupaten Luwu Utara.
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Sekretaris Daerah adalah Sekrataris Daerah Kabupaten Luwy Utara.,
" Sekretariat Daerfah adalah Selvr<tariat Dgerah Kabupaten Luwu,Utara.. - S
Biro adalah Biro dalam lingkie Sekrstarist Daerah Kabupaten Luwu Utara,
_Kepala Biro adalah Kepala Biro dalam !mgkun Sekretariat Daerah Kabunatan Luwu
“Utara. -
k. Bagian adalah'Bagian dzlam lingkup Sekr=tarla'c Daerah Kabupat=n Luwu Utara
Kepala Bagian adalah Kepala Bagizn daiam lingkup quJ‘“"E‘I‘!at Daerah Kabupaten
Luwu utara.
m. Sub Bagian adalah Sub Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
Utara.
n. Kepala Sub Bag|an adalah Kepzla Sub Bagian dalam Iingkup Sekretariat Kabupaten
o4 7 Luwu Utara. .
S . 0. Kelompok Jabatan Fungsional adalzh Felompok Jabamn Fungsional da!arn lingkup
' Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utars. ‘

= s

. . BABII -
. PEMBENTUKAN, KEDUDUIAN,
s | TUGAS DAN FUNGSL,

: Bagian Pertama
: Pembentukan dan Kedudukan

: Pasal 2

PRY YOS

(1). Dengan Perzturan Daerah ini d1bentuk Organisesi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupatan Luym Utara, ' ®

(2). Sekretariat Daerah selanjutnya d|5mgkat Setda adalah unsur Staf vang langsung
berada dibawzh dan ‘*ertanggung jawab kepada Buoat; .

(3). Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

’ ‘ - Bagian Kedua
_ Tugas Pokok

Pasal 3

Sekretariat Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok
penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan melakukan
pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi, organisasi tatalaksana serta
memberikan pelayanan teknis administratif kepada saluruh Perangkat Dzerah,
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Baéian_ Ketiga
e Fungsi

Pasal 4
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Untuk mehyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Sekratariat Daerah mempunyvai

fungsi : ' : ' C

a. Koordinasi Staf terhadap segala Kegiatan yang dilakukan oleh Perzengkat Daerah dj

’ lingkungan Pemerintah Daerah  dalam rangka penyelenggarean administrasi
pemerintahan, : ' . '
Pembinazn penyelenggaraan pemerintahan dalam ari mengumpulkan  dap
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknic ssrta memantzy
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
Pembinaan pelaksanzaan pambangunzn dalam art mengumputkan dan merganalisa
data, menganalisa program, dan petunjuk teknis serta memzntau perkembangan
enyelenggaraan pembangunan,

. Pembinzan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganzlisa data
merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan
penyelenggaraan kemasyarakatan.

. Pembinaan administrasi, Organisasi dan tatalaksana serta mamberikan pelayanan
teknis administratif kepada s=!uruh Perangkat Déeran. '

.- » i
Koordinasi perumusan perzturan Perundang-undangan, pembinazn hukum dzn
penyusunan anggaran yang menyangkut tugas pokek Pemerintah ci dasrah,
Melaksanakan hubungan Masvarakat dan antar lsmbaga. ) ;

: BAB III
SUSUNAN ORGANISAST
Pasal 5
(1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerzh terdiri dari :
A. Sekretaris Daerah.
B. Biro terdiri dari :
- Biro Bina Wilayah.
- Biro Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
‘ - Biro Ekonomi dan Pembangunan,
-
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C Bagian terdm dan
1.
"' - Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana.

Bagian Bina Perangkat Bawahan-dan Pengembangan Wllayah terdiri dan__.. )

- Sub Bagian Bina Administrasi,
- Sub Bagian Penataan erayah

n

. Bagian Otonomi Desa terdiri dan

- Sub Bagian Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

- Sub Bagian Kekayaan Desa.

'~ Sub Bagian Pengembangan Desa.

. Bagian Hu:kum terdiri dari : -

- Sub Bagian Peraturan Perundang undangan
- Sub Bagian Bantuan Hukum.
- Sub Bagian DokumentaS|

. Bagian Umum terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setda.

- Sub Bagian Rumah Tangga.
-'Sub Bagian Sandi Telkom.
- Sub Bagian Protokaol,

- Sub Bagian Perlengkapan.

. Bagian Keuangan terdiri dari ;

- Sub Bagian Anggaran.

- Sub Bagian Pembukuan.

- Sub Bagian Perbendaharaan.
- Sub Bagian Verifikasi.

. Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- Sub Bagian Datadan Informasi.

- - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, PartlstpaSI Peran Aktif Masvarakat

dan Organisasi Perempuan.

. Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan.
= Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Sub Bagian Analisis Jabatan.

Sub Bagian Kepegawaian ¥
- Sub Bagian Perpustakaan. -

. Bagian Perekonomian terdiri dari ;

- Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah.
- Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I.
- Sub Bagian Produksi Daerah Bidang 11.
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9. Bagian Penyusunan Program terdiri dari :
- Sub Bagian Program Kerja.
- Sub Bagian Pengendalian’
- Sub Bagian Pelaporan.

10. Bagian Pariwisata terdiri dari :
- Sub Bagian Obyek Daya Tarik dan Penyuluhan Wisatz,
- Sub Bagian Pemasaran, .
- Sub Bagian Sarana Wisata.

11. Bagian Penanaman Modal terdiri dari : }
- Sub Bagian Perencanaan dan Promosi. -
- Sub Bagian Perizinan. . i
- Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2). Bagan Susunan Organisaﬁi sebagaimana terlampir, merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturen Daerah ini.

Pésal 6

(1). Pembentukan-!(e!ompok lzbatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebttuhan dan
kemampuan daersh. -

(2). Uraian tugas masing-masing jabatan Struktural, Kelompok Jabatan Fungsicnal
pada. Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara selznjutnya  diatur dengan
Keputusan Bupati,

BABIV .
TATA KERJA

Pagal 7

(1). Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah_Kr-:lbupateq, Kfep.ala B;rcf,
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, :
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam hubungan f
Perangkat Dazrah Jain. '

(2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat 'Dae:rah
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan I?awahannya masing-
masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagajpela.ksanaan tugas
bawaharnya, '




PASAL 8

(1). Setap Satan Orgarisad  weailh mnngikut? dzn memstuhi pe‘amw‘ulf_ {=r,
bertarggung jsvah keaxadz atasan masing-masing

(2). Setiap laporan vang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari - bawéhar*m::
:. wajib dieleh dan dipergunakan szhagaj bzhan penyusunan Iaporan Inbn famiut
i dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannys, .

' o ) Pasal @

) Para Kepala Sub agian manyampalkan [aporan pada waktunya kepada Kepalz Bagian
) b sesual dengan bidang tugasnya dan nara Kepzla Bagian menampung laporan tersebut

dan menvusun laperan untuk dzsamp.:man tepat pada waktunya kepada Kepala Biro
Sekretariat Daerah sesuai dengan bidarg tugasnya dan selanjutnva Ke,pa!a Biro
Selretzriat Dzerah mepamauns lageran Kepala Bagian tersshbut den menyuzs.:s
laporan berkala Sekretarat Dasrzh. h ‘

o " Pasal 10

Dalam menyampaiksn 3p -.epada ztazan rambusen laparan disemp Sailz cula
kepada Satuzn Orgznisasi lalr yang secara furgsional memounya huburgnn kers,
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(1) Dalam melsksahakan ugas-:ya sz tiap Fimpinan Satuan Crgsnisasi ditantu aish
L / Satuan. Orgarlﬂadr bawahannya.

). Sct‘c £ pimeinsh satuan orc,!anue.. berk: awaiban memrperilzn bimbivgar Yerad:z
bawahnn masing-miash ",:; melziui apat-se-.-ara barkala.
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S Pasal 12

Sub Baélan Sandi dan. ‘T'eLekomumka-l dalam men_}alanlfan tugasnya secara taklis
operas!ona! -berada debawah dan. bertanggung jawab kepada Sekretaris Daeran,
sedahg secara "tehivs admmwtras- berada dan bertanggung jawab kepada Kﬁngq

g Bagldn Umum. ~ T
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+Dalaim b’i akrotar f‘:rurfah hethelargan malzhsanakan tugasnys, tugas Sslrataris
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| BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 14 -

-

(1. Sekretans Daerah Kabupaten diangkat dan diberhantikan sleh Burnh Eh
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ‘atas bersetujuan lepmar Dewsan
Perwakilan Rakyat Daerah, '

(2). Kepala Biro, Kepa!a Bagian, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jebatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAR VI
LAIN-L ATN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sésual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP »

Pasal 16 . _ -

o

-+

Dengan berlakunya .Peraturan Daersh ini,: maka segala katentuan yang berlzku dan
bertentangan dengan Peraturan Daerah.ini dlnyatakan tidak berlaxu laGl

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengensi teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
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- Bahwa dengan ditetapkannya Kadupaien Luwu Utarasberdasarkan Jndang-
Undang Noemor 13.Tahur 199¢ 4an Uncdang-Undang Nomér 22 Takun 1899
tentang Pemerintahan Daeral! dirjne:'.a- pelziianaan “Sworemi Taoserr
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Dasal 18

. Peraturan Daerah ini mulai beraku pada tanggal diundangkan,
i ) agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempeatannya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten L Utara.

nicahi'ah di . Mzsamba

Diundangkan di Masamba
" Pada tanggaL + 21 Saptemder 2000 .

;:—f:‘%EKRETARIS DAERAH,

'Dﬁs H MUHAMMAD NURDIN B,

TPapgkat : PEMBINA UTAMA MUDA
WSOWNIP, -7 1010042513
. . e
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Momor ) TSR
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